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Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pelanggaran, Perikanan

Penegakan Hukum terhadap pelanggaran SIPI, SIKPI, dan SIUP merupakan suatu
upaya hukum yang dilakukan oleh pihak yang mempunyai wewenang melakukan
penegakan hukum yaitu penegak hukum yang salah satunya terdiri dari Kepolisian
Perairan, TNl AL, serta wewenang pengawasan oleh Dinas Kelautan dan
Perikanan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penegakan hukum terhadap
pelanggaran SIPI, SIKPI, dan SIUP dan mengetahui faktor yang mempengaruhi
upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran SIPI, SIKPI, SIUP. Jenis
penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris dengan menggunakan metode
pendekatan sosiologi hukum. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa
upaya penegakan hukum yang dilakukan baik oleh Kepolisian Perairan serta
pengawasan oleh Pengawas Perikanan sudah berjalan secara objektif dan sesuai
dengan undang-undang. Dan faktor-faktor yang menghambat adalah sumber daya
manusia dan sumber daya pendukung lain seperti sarana prasarana serta anggaran
khusus pada instansi Kepolisian Perairan dan Pengawas Perikanan yang belum
memadai.
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LAW ENFORCEMENT AGAINST VIOLATION FISHING LICENCE, FISH
CARRIER LICENCE, FISHERIES BUSSINESS BY FISHERMAN LICENCE
IN THE PROVINCE BANGKA BELITUNG ISLAND IN TERMS OF LAW
NUMBER 45" IN 2009 ABOUT THE FISHERIES

Thesis, Faculty of Law, 2017.
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Violation Fishing Licence, Fish Carrier Licence, Fisheries Bussiness By
Fisherman Licence it is a remedy which is done by the party who has the authority
to do one of which consist of the Police Department’s Waterways, Army Of Navy,
as well as the authority of oversight by Department Of Marine and Fisheries. The
purpose of this research is to know the law enforcement against violation of
Fishing Licence, Fish Carrier Licence, Fisheries Bussiness By Fisherman Licence
and aware of the factors that effect law enforcement effort against in fringement
of Fishing Licence, Fish Carrier Licence, Fisheries Bussiness By Fisherman
Licence. The type of research used empirical juridicial by using the method of
approach to the sociology of law from the result of the research can be drawn the
conclusion that law enforcement effort undertaken by the Police Department’s
Waterways, Army Of Navy, been running objectively and in accordance with the
law and factors that inhibit is human resources and other supporting resources
such as infrastructure as well as a special budget establishments of the Police
Department’s Waterways and authority of oversight by Department Of Marine
and Fisheries that has not been adequately.
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